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Menimbang:a. bahwa terdapat kewajibanpenyesuaian alokasi dana Transfer
ke Daerah dan Dana Desa (TKDDJ sesuai ketentuan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK07 /2021

tentang Pengelo1aanTransfer ke Daerah dan Dana Desa

(TKDD) Tahun Anggaran 2021 Dalarn Rangka Mendukung

PenangananPandemiCorona Virus Disease 2019 (COVID -19)

dan Dampaknya dan Surat Edaran Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang

Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan

Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 dalam rangka

PenangananCoronaVirus Disease 2019 (COVID-19);

b. bahwa terdapat kebutuhan penyesuaian Pendapatan Transfer

antar Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH-CHT) sesuai Surat

Keputusan Gubemur Nusa Tenggara Barat Nomor 973-849

Tahun 2020 tentang Proporsi dan Estimasi Dana Bagi Hasil

Pajak Daerah untuk Kabupaten /Kota Se Nusa Tenggara Barat

Tahun Anggaran 2021 dan Surat Keputusan Gubemur Nusa

Tenggara Barat 976-921 Tahun 2020 tentang Perkiraan

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau untuk Provinsi dan
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Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penyediaan Logistik

Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten

Bima;

g. bahwa terdapat pergeseran anggaran antar organisasi, antar

unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub

kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar

rincian objek belanja yang sesuai ketentuan Bab VI huruf D

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2021 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan bahwa

pada kondisi tertentu pergeseran anggaran yang

menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum

BantuanPermohonanperihal027 /48/BPBD/IV /2021

Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran

2021;

c. bahwa terdapat penambahan pendapatan hibah sesuai Surat

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-

10/MK.7/2021 perihal Penetapan Pemberian Hibah untuk

Program Air Minum Perkotaan dari Surnber Dana Penerimaan

Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021;

d. bahwa terdapat kewajiban optimalisasi sisa dana BOK

Tarnbahan sesuai Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan

Daerah Nomor 910/870/Keuda/2021 perihal Pemanfaatan

Sisa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan

Tahun Anggaran 2020 untuk Pembayaran Insentif Tenaga

Kesehatan dan Surat Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan Nomor S-20 /PK/2021 perihal Pelaksanaan

Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah dari Sisa BOK

Tambahan Tahun Anggara 2020 di Kas Daerah;

e. bahwa terdapat kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat kepada pihak ketiga terkait pembayaran

pekerjaan Tahun Anggaran 2020 sesuai Surat Kepala Dinas

Pertanian Nomor 520/001-B/DISTAN/T/2021 perihal

Permohonan Penganggaran Kembali Kegiatan Tahun

Anggaran 2020;

f. bahwa terdapat kebutuhan pemanfaatan Belanja Tidak

Terduga untuk kebutuhan mendesak sesuai surat Kepala

Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor
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Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

ten tang2004Tahun1Nomor4. Undang-Undang

Pembentukan Kabupaten Sumbawa Bara eli Provinsi Nusa

Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

145, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor

4340);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

30 Tahun 2003 tentangMengingat 1. Undang-Undang Nomor

tersebut berupa ondisi m nde at u p ubah n priori as

pembangunan baik di B dan P ndapata As l 0 rah d n

Perencanaan Pembangunan Peneli ian dan P ngembangan

Daerah Dinas Pendidil an dan 1 ebudaya n inas Sosial,

Dinas I etahanan P ng n Din s Pel erja 11 Umurn Penataan

Ruang Perumahan dan Pemukiman Dinas Penanaman Modal

dan P layanan Terpadu Satu Pintu, Dinas l ependudukan

Sipil Dinas Pemberd aan Mas aral at Desa, Kecamatan

Taliwang dan Sell etariat Da rah abupaten Sumbawa Barat:
h. bahv a berdasarkan p rtimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a sampai dengan huruf g perlu menetapkan

Peraturan Bup ti tentang Peru ahan Atas Peraturan Bupati
Sumbawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2021.

a rah d rigperu ahan PB melalui k t t pan I cpal

dib ritahul an k pad pimpin n DPRD. rt rituI on isi
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Negara Repuhlik Indonesia Nomor 6322)'

tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republil

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

na n mbangunan N ional (Lembaran Negara

epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor J 04, Tambah an

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137) Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor4575);

12. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

N mo 2 Tah n 2004 tentang Sistemu
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Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURANBUPATISUMBAWABARATNOMOR 60 TAHUN

2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DANBELANJADAERAHTABUNANGGARAN2021.

MEMUTUSKAN:

1 L r turai M .
) 1'1 K uangan Nomor 17/PMK.07/2021

t nt ng p 1 1ng an Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(1'1 )) l' hun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung

n n Pandemi Corona Virus Disease2019 (COVID-19)

d 0 mp knya (Berita Negara Republik Indonesia Tabun
2021 Nomor 149);

15. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara

Republil Indonesia Tahun 2020 Nomor 737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

Klasifil asi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun
2012 ten tang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa
Barat Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 13

Tahun 2020 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Barat Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2);
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c. Belanja Tidak Terduga Rp. 17.067.587.688,00

d. Belanja Transfer Rp. 119.395.466.900 00

Jumlah Belanja Rp. 957.702.248.855,00

Surplus / (Defisit) (Rp. 13.110.000.000 0)

b. Belanja Modal
1)Belanja Tanah Rp. 1.650.000.000,00

2) Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 21.005.399.375 00
3) Belanja Bangunan dan Gedung Rp. 30.047.197.386 00
4) Belanja Jalan lrigasi Jaringan Rp. 70.052.468.723 00

5) Belanja ModalAset Tetap Lainnya
Rp. 2.004.963.250 00
Rp. 124.760.028.734 00

Rp. 346.918.060.972 00
Rp. 310.256.887.681 00
Rp. 36.397.966.880 00
Rp. 2.906.250.000 00
Rp. 696.479.165.533 00

Rp. 93.074.478.700 00
Rp. 830.971.585.448 00
Rp. 20.546.184.707 00
Rp.l.015.944. 760.786,00

2. Belanja
a. Belanja Operasi

1)Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Hibah
4) Belanja Bantuan Sosial

1. Pendapatan Daerah
a. Pendapatan AsliDaerah
b. Pendapatan Transfer
c. Lain-Lain Pendapatan YangSah
Jumlah Pendapatan

Pasal1

etentuan Pasal 1 nomor 1 huruf b nomor 1 huruf c nomor 2 huruf a

angka sarnpai dengan angka 4 nomor 2 huruf b angka 2 sampai

dengan angka 5, nomor 2 huruf c dan nomor 3 huruf b diubah sehingga

secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal I
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KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR _BERITADAE

pada tanggal, 2021
Diundangkan di Taliwang

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal, _. 2021

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal II

2. Lampiran I Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 60 rahun 2020

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Lampiran II Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 60 Tahun 2020

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

0-,Rp.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
ah n Ber enaa

Rp. 15.000.000.000 00
P 1.890.000.000,00

Rp. 13.110.000.000,00

a. Penerimaan
b. Pengeluaran
J mlah Pembiayaan Neto

Pernbiayaan :


